
Abstract: The Effect of Local Revenue, Surplus of Financing Budget, and Flypaper Effect on
Opportunistic Behavior of Regency/City Budget Compiler. Opportunistic behavior is a behavior
which trying to achieve the desire in every way even that is illegal. This research aims to examine PAD,
SiLPA and flypaper effect on the OPA. This research used the secondary data. The amount of the
populations were 9 Regency/City in Bali with fiscal year 2009-2013. The sampling method used is
purposive sampling which took three public service budgets Regency/City in Bali. The analysis technique
used is the panel data regression. Based on the analysis can be concluded that SiLPA is the only variable
that affect the OPA, while the PAD and Flypaper Effect have no affects.
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Abstrak: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Selisih Lebih Perhitungan Anggaran dan Flypaper
Effect pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran. Perilaku Oportunistik merupakan perilaku
yang berusaha mencapai keinginan dengan segala cara bahkan cara ilegal sekalipun.  Penelitian ini
bertujuan untuk meneliti apakah PAD, SiLPA, dan Flypaper Effect berpengaruh pada terjadinya OPA.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan data sekunder. Populasi dalam
penelitian ini adalah 9 APBD Kabupaten/Kota di Bali tahun anggaran 2009-2013. Metode pengambilan
sampel yang digunakan adalah purvosive sampling dimana mengambil tiga anggaran pelayanan publik
Kabupaten/Kota di Bali. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi data panel. Berdasarkan hasil
analisis data dapat disimpulkan bahwa hanya variabel SiLPA yang berpengaruh pada OPA, sedangkan
PAD dan Flypaper Effect tidak berpengaruh.

Kata kunci: pendapatan asli daerah, selisih lebih perhitungan anggaran, flypaper effect, perilaku
oportunistik penyusun anggaran.
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PENDAHULUAN
Fenomena perebutan atau kontestasi kepentingan

para aktor kebijakan anggaran terus mengemuka,
setidaknya terjadi pada dua aktor utama kebijakan
anggaran daerah atau perumus kebijakan anggaran
yaitu eksekutif dengan legislatif (Abdullah, 2006).
Untuk mempertahankan kepentingannya dalam
perebutan sumber daya yang terbatas tersebut,
lembaga eksekutif akan menggunakan dalil-dalil
birokratis yang prosedural, efisien dan efektif, sesuai
peraturan perundangan, disisi lainnya, sebagai aktor
yang memiliki kekuasaan untuk menyetujui dan
menolak usulan eksekutif, legislatif cenderung
memaksakan kehendak atau kepentingannya dengan
menggunakan kekuasaannya tersebut. Proses tersebut
kemudian berkembang menjadi praktek brokery
yang dilakukan anggota legislatif untuk mencapai
kepentingannya sendiri (Abdullah, 2006). Sesuai

dengan ketentuan otonomi daerah kedudukan
legislatif memiliki posisi tawar lebih tinggi/dominan
dari eksekutif dalam hal pengelolaan APBD, sehingga
eksekutif lebih cenderung hanya sebagai pelaksana
APBD dan sangat sulit melakukan inovasi pelaksanaan
pembangunan di daerah.

Proses penyusunan APBD merupakan rincian
pelaksanaan pembangunan daerah yang sangat
kental mengandung muatan politik yang cukup tinggi
(Abdullah, 2006). Proses pengalokasian dalam
anggaran merupakan ruang bagi legislatif atau
DPRD untuk memasukkan kepentingan konstituen
yang diwakilinya. Disamping itu, kepala daerah
merupakan kader partai politik sehingga terjadi
bargaining position antara eksekutif dan legislatif.
Disisi lain, pejabat eksekutif lebih dominan dan
memiliki wewenang serta tanggung jawab yang lebih
besar dalam menyusun APBD. Eksekutif juga

Jurnal Buletin Studi Ekonomi, Vol. 20 No. 2, Agustus 2015130

mailto:megasoetha291@yahoo.co.id


memiliki power yang lebih besar karena sebagai
pelaksana kebijakan, karena berhubungan dan
berinteraksi langsung dengan masyarakatnya
sehingga mengakibatkan informasi eksekutif lebih
unggul dari pada legislatif  (Florensia, 2009). Selain
lebih dominan dalam proses penyusunan anggaran,
pejabat eksekutif juga bertindak sebagai pelaksana
anggaran, sehingga memiliki informasi keuangan yang
lebih baik dibanding pejabat legislatif. Hal inilah yang
memberi peluang kepada penyusun anggaran baik
legislatif maupun eksekutif untuk berperilaku
oportunistik. Perilaku oportunistik ini merupakan
perilaku yang melakukan berbagai cara untuk
mendapatkan apa yang diinginkan (Jackson, 1982).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)
menyatakan sejak semester pertama tahun 2013
terdapat 47 kasus korupsi (www.kpk.go.id). Untuk
pemerintah pusat contohnya kasus korupsi proyek
Hambalang. Kasus ini menyebabkan kerugian
Negara sebesar Rp. 463,66 miliar
(www.tempo.com). Kasus lainnya adalah mantan
hakim Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Barat Pasti
Serefina Sinaga yang ditahan karena menerima suap
dana bantuan sosial (bansos) Pemerintah Kota
Bandung Tahun Anggaran 2009-2010 di Pengadilan
Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri
Bandung dan Pengadiian Tinggi Jawa Barat
(www.kpk.go.id). Tahun 2013, dua orang staf Badan
Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Bali
ditetapkan sebagai tersangka karena adanya indikasi
korupsi dalam kasus kisruh penerimaan CPNS
Kabupaten Badung. Kedua staf BKD itu dijadikan
tersangka berdasarkan penyelidikan dan penyidikan
pasca laporan adanya dugaan penyimpangan dalam
penerimaan CPNS Provinsi Bali dan Badung.
(www.okezone.com).

Adanya asimetri informasi antara pihak eksekutif
dan legislatif dapat menimbulkan celah terjadinya
perilaku-perilaku yang menyimpang dan melanggar
peraturan serta perundang-undangan. Pelaksanaan
otonomi daerah memberi kewenangan kepada daerah
untuk menggali potensi pendapatannya yang terdiri
dari dua komponen utama yakni Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan. Pendapatan Asli
Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang
diperoleh dari kegiatan ekonomi di daerah itu
sendiri. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
salah satu pilar untuk mengukur sejauh mana
kemandirian suatu daerah. Dalam penentuan PAD,
legislatif akan mendorong eksekutif untuk selalu

meningkatkan target sehingga dapat meningkatkan
alokasi untuk program yang mendukung
kepentingannya.

Permasalahan lain dalam pengalokasian
anggaran adalah tidak diperhatikannya tempo waktu
ditetapkannya perubahan APBD. Hal ini akan
menjadikan anggaran tidak efektif atau bahkan tidak
terealisasi sesuai dengan tujuan awal pada proses
perancangan anggaran. Dampak yang akan ditimbulkan
dari masalah tersebut adalah terbentuknya Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang tinggi.
Seharusnya dana tersebut dapat dialokasikan untuk
hal lainnya yang lebih bermanfaat guna
mensejahterakan masyarakat. SiLPA ini memiliki
pengaruh pada pengalokasian APBD periode
selanjutnya, karena SiLPA akan digunakan untuk
menyeimbangkan anggaran yaitu dengan menutupi
pengeluaran pembiayaan.

Optimalisasi penerimaan PAD Kabupaten/Kota
di Bali seyogyanya mendapat dukungan dari
pemerintah daerah dalam upaya meningkatkan
kualitas layanan publik dan meminimalisasi terjadinya
perilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran
daerah. Hal ini dikarenakan masih banyaknya
ketimpangan PAD antara daerah satu dengan daerah
yang lainnya pada Kabupaten/Kota di Bali. Untuk
mengurangi ketimpangan tersebut, pemerintah pusat
mengeluarkan kebijakan Dana Alokasi Umum
(DAU). Desentralisasi memberikan peluang dan
kesempatan untuk melakukan perilaku menyimpang
oleh pihak-pihak yang berwenang seperti adanya
Flypaper Effect.  Fenomena Flypaper Effect
berdampak pada tingginya pengeluaran pemerintah
daerah daripada transfer uang yang diterima
(Turnbull, 1998). Beberapa fenomena yang terjadi
membuat penelitian ini penting untuk dilakukan.
Berdasarkan atas fenomena tersebut, ada beberapa
rumusan masalah penelitian. Pertama, apakah
terdapat pengaruh jumlah PAD pada perilaku
oportunistik penyusun anggaran Kabupaten/Kota Di
Bali? Kedua, apakah terdapat pengaruh jumlah
SiLPA pada perilaku oportunistik penyusun anggaran
Kabupaten/Kota Di Bali? Ketiga, apakah terdapat
pengaruh jumlah Flypaper Effect pada perilaku oportunistik
penyusun anggaran Kabupaten/Kota Di Bali?

KAJIAN PUSTAKA
Penelitian ini menggunakan beberapa kajian

pustaka baik berupa kajian teoritis maupun empiris.
Adapun kajian yang digunakan adalah sebagai berikut.
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Teori Keagenan
Teori keagenan digunakan untuk menganalisis

susunan perjanjian diantara dua atau lebih individu
(prinsipal dan agen), kelompok atau organisasi.
Teori keagenan Menurut Eisenhardt (1989), dilandasi
oleh tiga asumsi utama, yaitu:
1) Asumsi sifat manusia

Teori keagenan tentang asumsi sifat manusia
yang menyatakan adanya sifat alamiah manusia
memiliki sifat yang lebih mementingkan diri
sendiri (self interest), memiliki keterbatasan
dalam berpikir secara rasional (bounded
rationality), dan sering untuk tidak mau
mengambil risiko (risk aversion).

2) Asumsi keorganisasian
Teori keagenan tentang asumsi keorganisasian
yang menyatakan bahwa setiap organisasi yang
didalamnya terdapat berbagai macam
karakteristik individu, akan cenderung
timbulnya konflik antaranggota organisasi.

3) Asumsi informasi
Teori keagenan tentang asumsi informasi
menyatakan bahwa informasi yang berharga atau
dianggap penting dapat dijadikan lahan bisnis
untuk meraup keuntungan.

Perilaku Oportunistik
Perilaku oportunistik adalah perilaku atau

tindakan seseorang yang menyimpang dari peraturan-
peraturan yang ada untuk memenuhi segala
keinginannya (Havid, 2014). Terdapat berbagai
macam faktor pendukung yang memotivasi terjadinya
perilaku oportunistik yaitu kekuatan dan kemampuan
(Maryono dalam Havid,dkk:2014). Perilaku
oportunistik nantinya akan mengarah pada tindakan-
tindakan illegal seperti menyembunyikan informasi
dan menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki,
Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
sumber penerimaan daerah yang harus selalu digali
untuk mendanai pelaksanaan kegiatan otonomi
daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah, pemerintah
daerah diberikan kewenangan untuk mampu
mengelola dan menggali potensi daerah yang
dimilikinya sebagai sumber pendapatan. PAD juga
merupakan salah satu pilar yang dapat dijadikan
tolok ukur untuk menilai kinerja PEMDA dalam
menglola  daerah otonominya.
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan
dan pengeluaran anggaran selama satu periode

anggaran. SiLPA tahun anggaran sebelumnya
mencakup segala aktivitas transaksi keuangan baik
berupa penerimaan, pembiayaan, pengeluaran dan
sisa-sisa dana kegiatan yang sudah terealisasi.
Flypaper Effect

Flypaper Effect adalah fenomena ekonomi
ketika pemerintah daerah merespons transfer yang
diberikan pemerintah pusat berupa DAU lebih besar
digunakan daripada menggunakan sumber potensi
kekayaan daerahnya sendiri yaitu PAD.  Flypaper
Effect akan membawa pengaruh pada pemborosan
pengeluaran pemerintah dengan menggunakan
DAU yang seharusnya digunakan untuk mengatasi
ketimpangan pendapatan daerah karena memiliki
PAD yang rendah.

Otonomi daerah menuntut Pemerintah daerah
untuk memiliki tingkat kemandirian yang lebih
besar dalam mengelola keuangan daerahnya
termasuk penerimaan daerahnya sendiri.
Penerimaan daerah tersebut dapat digunakan untuk
membiayai segala kewajibannya dalam menjalankan
pemerintahannya, termasuk untuk digunakan dalam
meningkatkan infrastruktur daerah. Perubahan PAD
dapat dijadikan indikator untuk mengukur kinerja
pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya.
Adanya perubahan PAD juga dapat dijadikan celah
untuk melakukan tindakan-tindakan ilegal
(Abdullah dalam Florensia, 2009). Secara teoritis
perubahan APBD akan berdampak pada belanja
daerah, namun tidak selalu tambahan penerimaan
tersebutpengalokasiannya pada belanja pemerintah.
Spread APBD akan menjadi tempat bagi para
pemegang kebijakan (eksekutif dan legislatif) untuk
melakukan manipulasi anggaran, yang mengakibatkan
adanya kesalahan dalam penganggaran belanja
daerah. Proporsi PAD yang rata-rata hanya 10
persen dari total penerimaan daerah memiliki
kecenderungan meningkat ketika adanya perubahan
anggaran. Hal ini akan menjadi celah bagi DPRD
untuk mengusulkan peningkatan anggaran (Fathony,
2011). Rumusan hipotesisnya adalah sebagai berikut:
H1: PAD berpengaruh positif pada perilaku

oportunistik  penyusun anggaran.
SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup

segala aktivitas transaksi keuangan baik berupa
penerimaan, pembiayaan, pengeluaran dan sisa-sisa
dana kegiatan yang sudah terealisasi. SiLPA adalah
suatu tolok ukur yang menggambarkan efisiensi
pengeluaran pemerintah, karena SiLPA hanya akan
timbul bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus
terjadi Pembiayaan Neto yang positif, dimana
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komponen Penerimaan lebih besar dari komponen
Pengeluaran dan Pembiayaan (Kusnandar, 2012).
Hasil penelitian Florensia (2009) menyatakan
bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap perilaku
oportunistik legislatif (OL). Namun demikian,
penelitian yang dilakukan Ardhini (2011) bertolak
belakang dengan hal tersebut dimana SiLPA
berpengaruh positif terhadap belanja modal pada
periode anggaran selanjutnya, yang berarti dapat
berpengaruh pada alokasi belanja tahun berikutnya
sehingga hal ini memberi ruang bagi penyusun anggaran
untuk mengalokasikan free cash flow tersebut untuk
melakukan perilaku oportunistik. Adapun rumusan
hipotesis yang dapat dibangun yaitu:
H2: SiLPA berpengaruh positif pada perilaku

oportunistik  penyusun anggaran.
Kekuatan yang dimiliki oleh para legislatif

digunakan untuk menolak usulan yang telah
ditetapkan oleh eksekutif. Hak angket yang dimiliki
oleh legisltif berpeluang untuk menguntungkan
pihak legislative sendiri. Hal ini merupakan suatu
penyalahgunaan kekuasaan dengan melanggar
kesepakatan (agreement) yang telah dibuat
(Colombatto, 2001).  Dalam hubungan antar
pemerintah, perilaku ini disebut Flypaper Effect
(Moisio, 2002. Berdasarkan uraian di atas maka
dapat dirumuskan hipotesis, seperti di bawah ini.
H3: Flypaper Effect berpengaruh positif pada

perilaku oportunistik  penyusun anggaran.

METODE PENELITIAN
Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan pada Kabupaten/
Kota di Bali.Waktu pelaksanaan penelitian dari
tahun 2009-2013.
Penentuan Sumber Data

Sumber data penelitian ini adalah data sekunder.
Karena keterbatasan sampel, penelitian ini
menggunakan data panel. Populasi di dalam
penelitian ini adalah 9 APBD Kabupaten/Kota di
Bali tahun anggaran 2009-2013. Metode pengambilan
sampel yang digunakan adalah purvosive sampling.
Definisi Operasional Variabel
1) Perilaku Oportunistik (Y)

Havid,dkk (2014) menyatakan bahwa perilaku
oportunistik merupakan perilaku atau tindakan
seseorang yang menyimpang dari peraturan-
peraturan demi keinginan pribadinya. Pengukuran
kinerja OPA di dalam penelitian ini memilih
tiga (3) mata anggaran terbesar yang dialokasikan
dari APBD Kabupaten/Kota di Bali yaitu:

Spread (Penyebaran) =APBD tahun berjalan
(t) - APBD tahun sebelumnya(t-)

Dimana:
ÄPdk : penyebaran anggaran pendidikan,
ÄKes : penyebaran anggaran kesehatan,
ÄPU : penyebaran anggaran pekerjaan umum

2) Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan
sumber penerimaan daerah yang harus selalui
digali untuk mendanai pelaksanaan kegiatan
otonomi daerahnya. PAD = spread PAD tahun
berjalan (t) – PAD tahun sebelumnya (t-1).

3) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup
segala aktivitas transaksi keuangan baik
berupa penerimaan, pembiayaan, pengeluaran
dan sisa-sisa dana kegiatan yang sudah
terealisasi.
SiLPA = spread SiLPA tahun berjalan (t) –
SiLPA tahun sebelumnya (t-1)

4) Flypaper Effect
Flypaper Effect adalah fenomena ekonomi
ketika pemerintah daerah merespons transfer
yang diberikan pemerintah pusat berupa DAU
lebih besar digunakan daripada menggunakan
sumber potensi kekayaan daerahnya sendiri
yaitu PAD. Flypaper Effect ini diproksikan
dengan Dana alokasi Umum (DAU).
Flypaper Effect = spread  DAU tahun berjalan
(t) – DAU tahun sebelumnya (t-1)

Analisis Data
Teknik analisis data menggunakan analisis

regresi data panel dengan alat uji statistik Eviews.
1) Pendekatan Efek tetap (Fixed Effect)
        Regresi data panel di dalam penelitian ini

menggunakan pendekatan efek tetap (fixed
effect). Pemilihan pendekatan fixed effect
berdasarkan Uji Hausman yaitu pengujian
statistik untuk memilih model yang paling tepat
digunakan antara Fixed Effect atau Random
Effect (Nur, 2013).

2) Analisis Regresi Data Panel
Suliyanto (2011) menyatakan bahwa teknik

analisis regresi data panel dilakukan untuk
mengetahui ketergantungan variabel terikat
terhadap variabel bebas. Adapun persamaan
regresinya adalah:
Y = α + β1X1+ β2X2+ β3X3+ e .........................(1)

 OPA  = Δ
Pdk +

 Δ
Kes +

 Δ
PU 
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Dimana:
Y = Perilaku Oportunistik Penyusun

Anggaran
α = Konstanta
X1 = PAD
X2 = SiLPA
X3 = Flypaper Effect
e = error term
β1, β2, β3 = Koefisien Regresi

Analisis ini dilakukan untuk melihat koefisien
determinasi Adjusted (R2) yaitu seberapa jauh model
regresi penelitian ini mampu menerangkan variasi
variabel terikat (Utama, 2009). Selain itu hasil
analisis data panel sekaligus menampilkan hasil uji
F. Uji F dapat diketahui dari tingkat signifikansi p-
value  d” á= 0,05 maka HA diterima begitu pula
sebaliknya (Suliyanto, 2011). Setelah itu peneliti
melihat hasil uji hipotesis (uji t) yang mampu
menunjukan seberapa jauh masing-masing variabel
bebas mempengaruhi variabel terikat  (Utama,
2009). Bila nilai signifikansi t d” 0,05 maka H0
ditolak sehingga H1 diterima dan berlaku juga
sebaliknya (Suliyanto, 2011).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
Statistik Deskriptif

Nilai minimum, maksimum dan rata-rata untuk
komponen PAD Kabupaten/Kota di Bali selama
kurun waktu dari tahun 2009-2013 adalah jumlah
minimumnya sebesar Rp 1.111.572.946.463, jumlah
maksimumnya Rp 3.223.494.055.584 dan jumlah
rata-rata PAD sebesar Rp 1.995.432.843.549. Standar
deviasi jumlah PAD sebesar Rp 829.665.938.145.
Nilai minimum, maksimum dan rata-rata untuk
masing-masing komponen SiLPA, Flypaper Effect
dan OPA Kabupaten/Kota di Bali selama kurun
waktu dari tahun 2009-2013 adalah jumlah minimumnya
sebesar Rp 813.086.825.993, Rp 3.059.667.939, –
Rp 167.986.924.426 jumlah maksimumnya
Rp1.749.062.681.440, Rp4.932.190.390.000, Rp
931.220.028.581 dan jumlah rata-rata SiLPA sebesar
Rp 1.241.858.439.736, Rp 3.783.160.748.600, Rp
345.827.564.296. Standar deviasi jumlah SiLPA
sebesar Rp 360.475.495.477, Rp 816.867.675.948,
Rp 478.335.408.769.
Hasil Analisis Regresi Data Panel

Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan
dengan menggunakan program Eviews 3.0  maka
didapat hasil seperti yang ditunjukkan pada Tabel 1.

           Variabel Koefisien Std. Eror t-hitung Prob.   
          
     C 2010.096 0.444607 4521.061 0.0000 

PAD 0.003462 0.013787 0.251102 0.8033 
SILPA 0.070899 0.010047 7.056855 0.0000 

FLYPAPER EFFECT -0.049377 0.023891 -2.066704 0.2379 
Fixed Effects (Cross)     

          R-squared 0.429592     Mean dependent var 2136.608 
Adjusted R-squared 0.239456     S.D. dependent var 514.1769 
S.E. of regression 1.362167     Sum squared resid 61.23143 
F-statistic 2.259396     Durbin-Watson stat 0.718486 
Prob(F-statistic) 0.034833    

      

Tabel 1
Hasil Analisis Data Panel

Sumber: data diolah, 2015

Berdasarkan hasil analisis, maka dibentuklah
persamaan sebagai berikut:
Y = 2010.096 + 0.003462X1 + 0.070899X2 – 0.049377X3 + e

Berdasarkan atas persamaan regresi yang
diperoleh, Apabila variabel independen bernilai nol,
maka perilaku oportunistik penyusun anggaran akan
bernilai 2010.096. Hal ini menunjukkan bahwa
ketika seorang penyusun anggaran kabupaten/kota
di Bali menggunakan PAD, SiLPA dan Flypaper

Effect untuk menyusun anggaran, maka penyusun
anggaran Kabupaten/Kota di Bali cenderung melakukan
perilaku oportunistik.

Adjusted (R2) memiliki nilai 0,239, artinya 23,9
persen 23,9 persen perubahan naik atau turunnya
Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Kabupaten/
Kota di Bali dapat dijelaskan oleh indikator-
indikator pendorong terjadinya OPA yaitu, PAD,
SiLPA dan Flypaper Effect. Sedangkan 76,1 persen
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dijelaskan oleh variabel lain. Analisis regresi data
panel turut memberikan gambaran mengenai
pengaruh serempak variabel bebas (X) pada variabel
terikat (Y). Setelah dilakukan analisis, diperoleh
nilai signifikansi Prob (F-statistic) 0.034833 lebih
kecil dari alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa
model yang digunakan adalah layak (fit). Selain
mengamati pengaruh simultan, analisis tersebut juga
digunakan untuk mengamati pengaruh parsial. Hasil
pengujian secara parsial sebagai berikut.
1) Pengaruh jumlah PAD pada Perilaku

Oportunistik Penyusun Anggaran.
Hipotesis satu (H1) menyatakan bahwa terdapat

pengaruh positif jumlah PAD pada Perilaku
Oportunistik Penyusun Anggaran  Kabupaten/Kota
di Bali. Berdasarkan hasil analisis, Pendapatan Asli
Daerah tidak berpengaruh pada Perilaku Oportunistik
Penyusun Anggaran Kabupaten/Kota di Bali. Hasil
penelitian ini tidak konsisten dengan penelitian dari
Abdullah (2006), Darwanto (2007), Florensia
(2009), Fathony (2011), Musripah (2014), Adi
(2014) dan Havid (2014). Jumlah PAD yang kecil
membawa kecenderungan dampak psikologis
perilaku pegawai dalam melaksanakan tugasnya.
Akibat dari tingkat kesejahteraan pegawai yang
kecil, sehingga membuka peluang untuk melakukan
perilaku oportunistik dalam bentuk tindakan-
tindakan ilegal.
2) Pengaruh jumlah SiLPA pada Perilaku

Oportunistik Penyusun Anggaran.
Hipotesis dua (H2) menyatakan bahwa terdapat

pengaruh positif jumlah SiLPA pada Perilaku
Oportunistik Penyusun Anggaran  Kabupaten/Kota
di Bali. Berdasarkan hasil analisis, diketahui bahwa
SiLPA berpengaruh positif pada Perilaku Oportunistik
Penyusun Anggaran  Kabupaten/Kota di Bali.
Penelitian ini tidak mendukung dari hasil penelitian
Florensia (2009). SiLPA yang besar sangat erat
kaitannya akibat dari tingkat serapan yang sangat
kecil yang diakibatkan dari adanya kesalahan pola
perencanaan, baik dalam hal kebijakan dan teknis.
Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan
Ardhini (2011) dan Havid (2014). Penelitian ini
menemukan bahwa SiLPA memiliki proporsi
tertinggi pada pembiayaan daerah. Hal tersebut
terjadi karena di dalam proses penyusunan anggaran
para SKPD sangat memungkinkan untuk melakukan
penggelembungan (mark-up) belanja atau
penurunan (mark-down) target pendapatan. Mark-
up belanja maupun mark-down pendapatan yang
menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya sisa

anggaran, baik output kegiatan sudah tercapai atau
belum (Havid, 2014).
3) Pengaruh jumlah Flypaper Effect pada

Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran.
Hipotesis tiga (H3) menyatakan bahwa terdapat

pengaruh positif jumlah Flypaper Effect pada
Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran Kabupaten/
Kota di Bali. Berdasarkan hasil analisis, diketahui
bahwa Flypaper Effect berpengaruh negatif pada
Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran
Kabupaten/Kota di Bali. Penelitian ini tidak
mendukung hasil penelitian dari Indhi (2011) dan
Adi (2014). Ini disebabkan oleh adanya respon
Pemda yang berbeda terhadap jumlah transfer dana
berupa DAU yang rendah dan jumlah PAD yang
kecil sehingga memotivasi para penyusun anggaran
untuk mencari celah untuk memperkaya dirinya
dengan melakukan tindakan-tindakan illegal yang
melanggar peraturan perundangan yang berdampak
pada kerugian Negara. Sehingga aspek kesejahteraan
para Aparatur Sipil Negara perlu mendapatkan
perhatian khusus dari pemerintah pusat maupun
daerah untuk meminimalisasi perilaku oportunistik
penyusun anggaran.

SIMPULAN DAN SARAN
Simpulan

Berdasarkan pembahasan sebelumnya, ada
beberapa hal yang dapat disimpulkan. Pertama,
Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh negatif
pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran
Kabupaten/Kota di Bali. Kedua, Sisa Lebih
Perhitungan Anggaran (SiLPA) berpengaruh positif
pada Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran
Kabupaten/Kota di Bali. Ketiga, Flypaper Effect
berpengaruh negatif pada Perilaku Oportunistik
Penyusun Anggaran Kabupaten/Kota di Bali.
Saran

Penelitian ini tidak terlepas dari berbagai
keterbatasan, antara lain menggunakan data
sekunder dari 5 tahun periode Laporan Keuangan
Kabupaten/Kota di Bali. Pendeknya kurun waktu
yang digunakan di dalam penelitian ini karena hanya
menggunakan satu periode kinerja pemerintahan
yaitu 5 tahun dari tahun 2009-2013. Berikut adalah
beberapa saran yang dapat disampaikan yaitu
penelitian selanjutnya diharapkan mengkombinasikan
data sekunder dengan data primer sehingga hasil
yang diperoleh akan lebih akurat. Penelitian selanjutnya
diharapkan dapat menambahkan variabel penelitian
lainnya, sehingga dapat memberikan hasil penelitian
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yang lebih kompleks sesuai dengan teori yang
mendukungnya, seperti pertumbuhan ekonomi dan
tingkat inflasi. Penelitian selanjutnya dapat
mengembangkan proksi dari perilaku oportunistik
penyusun anggaran dengan menambah mata
anggaran legislatif dan kinerja SKPD. Penelitian
selanjutnya dapat memperluas wilayah penelitian
dan waktu penelitian agar mendapatkan hasil
penelitian yang lebih relevan.
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